
2600 

Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Vol. 5 No. 3 2025, Hal. 2600-2610 

Available online at: https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety 

 

 Lestario || Krisis Otoritas dalam Manajemen Sekolah Modern …. 

Krisis Otoritas dalam Manajemen Sekolah Modern Dampak 

Desentralisasi Terhadap Kualitas Pendidikan 
 

 

Febrilian Lestario 

 

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia 

 

Email: ebipohan15@yahoo.com 

 

 
ABSTRAK 

Desentralisasi pendidikan telah menjadi paradigma dominan dalam reformasi sistem 

pendidikan global selama beberapa dekade terakhir. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan 

efektivitas pengelolaan sekolah melalui distribusi kewenangan kepada pemerintah daerah 

dan institusi pendidikan. Namun, di tengah upaya tersebut, muncul fenomena yang semakin 

mendapat perhatian akademik, yaitu krisis otoritas dalam manajemen sekolah modern. 

Artikel ini bertujuan menganalisis secara konseptual hubungan antara desentralisasi dan 

melemahnya struktur otoritas sekolah serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui systematic literature review terhadap 

berbagai sumber akademik, termasuk jurnal internasional, buku teori manajemen pendidikan, 

dan laporan lembaga global. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat 

memperkuat partisipasi lokal dan mendorong inovasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan 

ambiguitas kepemimpinan, fragmentasi kebijakan, dan ketimpangan mutu pendidikan 

antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola hibrida yang menyeimbangkan 

otonomi dengan akuntabilitas serta kepemimpinan adaptif yang mampu mengelola 

kompleksitas organisasi pendidikan modern. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis 

dalam memperluas diskursus tentang otoritas organisasi pendidikan sekaligus menawarkan 

rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan. 

Kata Kunci: Krisis Otoritas, Desentralisasi Pendidikan, Kepemimpinan Pendidikan, Kualitas 

Pendidikan 

 

ABSTRACT 

Educational decentralization has become the dominant paradigm in global education system reform over 

the past few decades. This policy aims to improve the effectiveness of school management by distributing 

authority to local governments and educational institutions. However, amidst these efforts, a 

phenomenon has emerged that is gaining increasing academic attention: the crisis of authority in 

modern school management. This article aims to conceptually analyze the relationship between 

decentralization and the weakening of school authority structures and its implications for educational 

quality. The research uses a qualitative approach through a systematic literature review of various 

academic sources, including international journals, educational management theory books, and reports 

from global institutions. The results of the study indicate that decentralization can strengthen local 

participation and encourage innovation, but also has the potential to create leadership ambiguity, policy 

fragmentation, and disparities in educational quality across regions. Therefore, a hybrid governance 
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model is needed that balances autonomy with accountability and adaptive leadership capable of 

managing the complexity of modern educational organizations. This article makes a theoretical 

contribution to broadening the discourse on educational organizational authority while offering 

strategic recommendations for policymakers. 

Keywords: Crisis of Authority, Educational Decentralization, Educational Leadership, Educational 

Quality 

 

 

PENDAHULUAN 

Meskipun desentralisasi pendidikan telah menjadi fokus utama reformasi 

kebijakan di berbagai negara, literatur yang ada masih menunjukkan inkonsistensi 

dalam menjelaskan dampaknya terhadap efektivitas manajemen sekolah. Sebagian 

penelitian menekankan bahwa desentralisasi mampu meningkatkan fleksibilitas 

organisasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong inovasi dalam 

pembelajaran (OECD, 2019). Namun, studi lain justru menemukan bahwa distribusi 

kewenangan dapat memicu fragmentasi tata kelola dan memperlemah koordinasi 

sistem pendidikan (Faguet, 2014). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara desentralisasi dan kualitas pendidikan belum sepenuhnya 

terjelaskan secara konseptual. 

Lebih lanjut, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek makro 

seperti efisiensi kebijakan, pendanaan pendidikan, atau otonomi daerah, sementara 

dimensi mikro-organisasional terutama yang berkaitan dengan otoritas 

kepemimpinan sekolah—masih relatif terbatas. Padahal, kejelasan struktur otoritas 

merupakan elemen fundamental dalam menentukan efektivitas organisasi 

pendidikan (Weber, 1978). Ketika kewenangan tersebar di berbagai level governance 

tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, kepala sekolah berpotensi kehilangan 

legitimasi strategis dalam mengarahkan institusi. 

Selain itu, banyak kajian menempatkan desentralisasi sebagai variabel tunggal 

tanpa mengaitkannya dengan fenomena krisis otoritas dalam organisasi modern. Bush 

(2011) menegaskan bahwa kepemimpinan sekolah yang efektif bergantung pada 

stabilitas kekuasaan dan kejelasan pengambilan keputusan. Namun, masih sedikit 

penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana redistribusi kekuasaan dalam 

sistem desentralisasi dapat menggeser peran kepala sekolah dari pemimpin 

instruksional menjadi administrator birokratis. Kekosongan kajian inilah yang 

membuka ruang bagi analisis lebih mendalam mengenai relasi antara desentralisasi 

dan erosi otoritas kepemimpinan. 

Di sisi lain, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik turut memperumit 

dinamika tersebut. Kepala sekolah tidak hanya dituntut menghasilkan capaian 

akademik, tetapi juga memastikan transparansi tata kelola dan kepatuhan terhadap 

regulasi lokal. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketegangan antara orientasi 

manajerial dan kepemimpinan pedagogis (Fullan, 2014). Namun demikian, literatur 
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masih jarang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut desentralisasi, krisis otoritas, 

dan kualitas Pendidikan dalam satu kerangka analitis yang utuh. 

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan 

teoretis dalam memahami bagaimana desentralisasi tidak hanya mengubah struktur 

administratif, tetapi juga merekonstruksi relasi kekuasaan dalam organisasi sekolah. 

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan 

menawarkan perspektif integratif yang menghubungkan tata kelola pendidikan 

dengan stabilitas kepemimpinan sekolah. 

Perubahan lanskap pendidikan global telah mendorong lahirnya berbagai 

reformasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan efisiensi 

pengelolaan sekolah. Salah satu reformasi paling berpengaruh adalah desentralisasi 

pendidikan, yang secara konseptual dimaknai sebagai proses transfer kewenangan 

administratif, fiskal, dan pedagogis dari pemerintah pusat kepada otoritas lokal. 

Kebijakan ini berangkat dari asumsi bahwa pengambilan keputusan yang lebih dekat 

dengan konteks sosial masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif 

dan relevan terhadap kebutuhan peserta didik (OECD, 2019). 

Meskipun demikian, optimisme terhadap desentralisasi tidak selalu sejalan 

dengan realitas implementasinya. Dalam banyak kasus, distribusi kewenangan justru 

memunculkan persoalan baru terkait kejelasan struktur kekuasaan dalam organisasi 

sekolah. Fenomena ini sering disebut sebagai krisis otoritas, yaitu kondisi ketika 

legitimasi kepemimpinan melemah akibat tumpang tindih kewenangan dan 

ketidakpastian peran antaraktor pendidikan. Weber (1978) menegaskan bahwa 

organisasi modern hanya dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh sistem 

otoritas rasional-legal yang jelas. Ketika batas kewenangan menjadi kabur, stabilitas 

organisasi pun berpotensi terganggu. 

Dalam konteks sekolah modern, kepala sekolah secara tradisional diposisikan 

sebagai pemegang otoritas utama yang bertanggung jawab terhadap arah akademik 

dan manajerial institusi. Namun, desentralisasi sering mengubah konfigurasi ini 

dengan menghadirkan berbagai pusat kekuasaan baru, seperti pemerintah daerah, 

dewan sekolah, dan komunitas lokal. Bush (2011) berpendapat bahwa efektivitas 

kepemimpinan pendidikan sangat bergantung pada kejelasan otoritas dalam proses 

pengambilan keputusan. Tanpa struktur yang tegas, sekolah berisiko mengalami 

disorientasi kebijakan. 

Lebih jauh lagi, penelitian Leithwood dan Jantzi (2006) menunjukkan bahwa 

kepemimpinan sekolah merupakan faktor organisasi paling signifikan yang 

memengaruhi prestasi siswa setelah kualitas pengajaran. Oleh karena itu, setiap 

bentuk pelemahan otoritas berpotensi berdampak langsung pada mutu pendidikan. 

Di banyak negara berkembang, desentralisasi bahkan dikaitkan dengan 

meningkatnya disparitas kualitas pendidikan akibat perbedaan kapasitas sumber 

daya antarwilayah (World Bank, 2020). 

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan 

mendasar mengenai bagaimana desentralisasi memicu krisis otoritas dalam 
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manajemen sekolah modern serta bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kualitas 

pendidikan. Kajian ini juga mengeksplorasi model tata kelola yang dapat menjadi 

solusi dalam menghadapi kompleksitas organisasi pendidikan abad ke-21. 

Konsep otoritas dalam organisasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari 

kerangka teori birokrasi modern. Weber (1978) mengklasifikasikan otoritas rasional-

legal sebagai bentuk legitimasi paling sesuai bagi organisasi formal karena bertumpu 

pada aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Dalam sistem sekolah, struktur ini 

memungkinkan koordinasi yang stabil serta memastikan bahwa setiap aktor 

memahami batas tanggung jawabnya. 

Namun, perkembangan masyarakat modern yang semakin dinamis menantang 

model birokrasi tradisional. Bauman (2000) menggambarkan modernitas sebagai 

kondisi “cair” yang ditandai oleh fleksibilitas tinggi tetapi juga ketidakpastian 

struktural. Dalam situasi seperti ini, organisasi pendidikan dituntut lebih adaptif, 

tetapi pada saat yang sama menghadapi risiko melemahnya fondasi otoritas. 

Desentralisasi pendidikan muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap 

sistem yang terlalu tersentralisasi. Rondinelli (1983) mendefinisikan desentralisasi 

sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dengan 

mendistribusikan kekuasaan kepada unit pemerintahan yang lebih kecil. Secara 

teoretis, kebijakan ini diyakini mampu memperkuat demokratisasi pendidikan serta 

mendorong inovasi lokal. 

Meski demikian, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kesiapan 

institusi lokal. Faguet (2014) menekankan bahwa tanpa kapasitas administratif yang 

memadai, transfer kewenangan justru dapat memperburuk kualitas tata kelola. Dalam 

konteks sekolah, kondisi ini sering terlihat melalui inkonsistensi kebijakan dan 

lemahnya pengawasan mutu. 

Di sisi lain, munculnya paradigma distributed leadership memperluas 

pemahaman tentang otoritas organisasi. Spillane (2006) berargumen bahwa 

kepemimpinan tidak harus terpusat pada satu individu, melainkan dapat dibagi di 

antara berbagai aktor untuk meningkatkan kolaborasi. Namun, distribusi ini tetap 

memerlukan koordinasi yang kuat agar tidak berubah menjadi fragmentasi struktural. 

Bagaimana desentralisasi memengaruhi struktur otoritas dalam manajemen 

sekolah serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan yang pada 

awalnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi justru berpotensi menciptakan 

ambiguitas kepemimpinan apabila tidak disertai dengan kejelasan distribusi 

kewenangan. 

Ketika otoritas kepala sekolah melemah akibat tumpang tindih regulasi dan 

meningkatnya tekanan administratif, maka kemampuan organisasi untuk 

mempertahankan fokus pada peningkatan pembelajaran turut terancam. Dalam 

jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas manajemen 

sekolah, tetapi juga pada pemerataan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan 

analisis mendalam untuk memahami apakah desentralisasi benar-benar memperkuat 
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kapasitas institusi pendidikan atau justru memicu krisis otoritas dalam organisasi 

sekolah modern. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain systematic 

literature review (SLR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 

mensintesis temuan penelitian terdahulu terkait desentralisasi pendidikan dan krisis 

otoritas dalam manajemen sekolah. Metode SLR dipilih karena memungkinkan 

peneliti membangun kerangka konseptual yang komprehensif berdasarkan bukti 

empiris yang telah teruji (Snyder, 2019). 

Systematic literature review merupakan strategi penelitian yang 

menekankan transparansi dalam proses penelusuran sumber serta meminimalkan 

bias subjektivitas peneliti (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). Selain itu, pendekatan 

ini banyak digunakan dalam kajian manajemen pendidikan untuk memahami 

fenomena organisasi yang kompleks dan multidimensional (Xiao & Watson, 2019). 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database 

akademik seperti Scopus, Web of Science, ERIC, dan Google Scholar dengan kata kunci 

“educational decentralization,” “school leadership,” “authority crisis,” dan 

“education governance.” Literatur yang dipilih merupakan publikasi dalam rentang 

tahun 2000–2024 agar mencerminkan dinamika terbaru dalam reformasi pendidikan 

global. 

Kriteria inklusi mencakup artikel peer-reviewed, buku akademik, serta 

laporan lembaga internasional seperti OECD dan World Bank. Sementara itu, sumber 

yang tidak memiliki kejelasan metodologi atau tidak relevan secara konseptual 

dieliminasi untuk menjaga validitas kajian. Pendekatan seleksi berbasis kualitas ini 

penting untuk memastikan bahwa sintesis teori dibangun dari bukti ilmiah yang 

kredibel (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016). 

Tahap analisis dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu reduksi data, 

kategorisasi tema, dan interpretasi konseptual. Reduksi data bertujuan 

mengidentifikasi pola utama dalam literatur, sedangkan kategorisasi membantu 

memetakan hubungan antara desentralisasi, struktur otoritas, dan kualitas 

pendidikan. Interpretasi kemudian dilakukan secara kritis dengan mengaitkan 

temuan empiris pada teori organisasi modern. Pendekatan analitik ini memungkinkan 

penelitian menghasilkan generalisasi teoretis yang kuat meskipun tidak berbasis pada 

data lapangan (Creswell & Creswell, 2018). 

Dengan demikian, metode ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, 

tetapi juga membangun argumentasi akademik mengenai bagaimana distribusi 

kewenangan dalam sistem pendidikan dapat memengaruhi efektivitas kepemimpinan 

sekolah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desentralisasi telah mengubah secara fundamental pola relasi kekuasaan 

dalam organisasi sekolah. Ketika kewenangan tidak lagi terpusat, muncul konfigurasi 

kepemimpinan yang bersifat multilevel. Di satu sisi, kondisi ini membuka ruang 

partisipasi yang lebih luas; namun di sisi lain, ia berpotensi menciptakan ambiguitas 

otoritas. Kepala sekolah sering berada dalam posisi dilematis karena harus menavigasi 

tuntutan pemerintah pusat, regulasi daerah, serta ekspektasi masyarakat sekaligus. 

Situasi ini mencerminkan apa yang oleh Hallinger (2005) disebut sebagai ketegangan 

antara kepemimpinan instruksional dan tekanan manajerial. 

Ambiguitas tersebut kerap berujung pada perlambatan proses pengambilan 

keputusan. Ketika otoritas tersebar tanpa koordinasi yang jelas, prioritas organisasi 

menjadi sulit ditetapkan. Fullan (2014) menegaskan bahwa kepemimpinan 

pendidikan yang efektif menuntut fokus yang kuat pada peningkatan pembelajaran. 

Namun, dalam sistem yang terfragmentasi, energi kepemimpinan sering terserap oleh 

negosiasi birokrasi. 

Dampak lain yang tak kalah signifikan adalah meningkatnya kesenjangan 

kualitas pendidikan antarwilayah. Hanushek, Link, dan Woessmann (2013) 

menemukan bahwa sistem dengan tingkat otonomi tinggi cenderung menunjukkan 

variasi capaian akademik yang lebih besar, terutama ketika tidak diimbangi standar 

nasional yang kuat. Ketimpangan ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan 

juga menyangkut keadilan sosial dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. 

Selain itu, desentralisasi sering membawa konsekuensi berupa meningkatnya 

tuntutan akuntabilitas. Sekolah diwajibkan menyusun berbagai laporan kinerja, 

mengelola anggaran secara transparan, dan memenuhi indikator evaluasi yang 

kompleks. Walaupun akuntabilitas penting bagi tata kelola yang baik, beban 

administratif yang berlebihan dapat mengikis peran kepala sekolah sebagai pemimpin 

pembelajaran. Kondisi ini mempertegas adanya pergeseran dari instructional 

leadership menuju managerial leadership. 

Namun demikian, tidak adil apabila desentralisasi hanya dipandang dari 

perspektif problematik. Dalam banyak konteks, otonomi justru memungkinkan 

sekolah mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual dan inovatif. Hargreaves 

dan Shirley (2009) menekankan bahwa sistem pendidikan masa depan membutuhkan 

keseimbangan antara fleksibilitas dan kohesi. Artinya, tantangan utama bukan 

terletak pada desentralisasi itu sendiri, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut 

dikelola. 

Sebagai respons terhadap krisis otoritas, muncul kebutuhan akan model 

kepemimpinan adaptif. Heifetz (1994) menjelaskan bahwa pemimpin adaptif mampu 

menghadapi perubahan kompleks dengan membangun kepercayaan, memperkuat 

kolaborasi, dan menjaga kejelasan arah organisasi. Dalam konteks sekolah modern, 

kepemimpinan semacam ini memungkinkan integrasi antara otonomi lokal dan 

standar nasional. 
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Lebih jauh lagi, pendekatan governance hibrida mulai dipandang sebagai 

solusi strategis. Model ini menggabungkan kontrol pusat yang kuat dalam 

penjaminan mutu dengan fleksibilitas lokal dalam implementasi kebijakan. Dengan 

demikian, struktur otoritas tetap terjaga tanpa menghambat inovasi. 

Desentralisasi pendidikan telah menjadi tren global sejak akhir abad ke-20, 

terutama karena dianggap mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat 

partisipasi masyarakat. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan ini 

menghasilkan dampak yang beragam terhadap kualitas pendidikan. 

Laporan OECD (2019) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat otonomi 

sekolah yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas kurikulum yang lebih baik, tetapi 

juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi standar akademik. Sementara 

itu, World Bank (2020) menemukan bahwa kapasitas tata kelola lokal menjadi variabel 

kunci yang menentukan keberhasilan desentralisasi. 

 

Tabel 1. Dampak Desentralisasi terhadap Sistem Pendidikan 

Aspek Dampak Positif Dampak Negatif 

Tata kelola sekolah Pengambilan keputusan lebih 

cepat 

Ambiguitas kewenangan 

Kepemimpinan Mendorong inovasi lokal Fragmentasi otoritas 

Kualitas 

pendidikan 

Kurikulum kontekstual Kesenjangan mutu antar 

wilayah 

Akuntabilitas Transparansi meningkat Beban administratif tinggi 

 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak dapat dipandang 

secara dikotomis sebagai keberhasilan atau kegagalan. Sebaliknya, kebijakan ini 

menciptakan spektrum konsekuensi yang sangat bergantung pada kesiapan institusi. 

Salah satu konsekuensi paling signifikan adalah munculnya ambiguitas 

kepemimpinan. Dalam sistem yang terdesentralisasi, kepala sekolah tidak lagi 

menjadi satu-satunya pusat otoritas, melainkan bagian dari jaringan governance yang 

melibatkan pemerintah daerah dan komunitas. Hallinger (2005) menegaskan bahwa 

kejelasan otoritas merupakan prasyarat bagi terciptanya sekolah yang efektif. Ketika 

batas kewenangan tidak tegas, organisasi cenderung mengalami disorientasi strategis. 

Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tuntutan akuntabilitas 

berbasis kinerja. Banyak kepala sekolah harus mengalokasikan waktu lebih besar 

untuk memenuhi kewajiban administratif dibandingkan mengembangkan kualitas 

pembelajaran. Fullan (2014) menyebut kondisi ini sebagai pergeseran dari instructional 

leadership menuju managerial compliance, yaitu situasi ketika pemimpin lebih berperan 

sebagai administrator daripada agen perubahan akademik. 
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Grafik 1. Variasi Prestasi Siswa Berdasarkan Tingkat Otonomi Sekolah 

 

Transformasi tata kelola pendidikan melalui desentralisasi tidak hanya 

mengubah struktur organisasi sekolah, tetapi juga memengaruhi pola capaian 

akademik siswa. Grafik pertama menunjukkan hubungan antara tingkat otonomi 

sekolah dan variasi prestasi siswa. 

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa sistem dengan tingkat otonomi 

moderat menunjukkan variasi prestasi paling rendah dibandingkan dengan otonomi 

rendah maupun tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hanushek, Link, dan 

Woessmann (2013) yang menyatakan bahwa otonomi yang tidak diimbangi dengan 

standar nasional berpotensi meningkatkan kesenjangan akademik. Otonomi rendah 

memang menciptakan keseragaman kebijakan, tetapi sering menghambat inovasi. 

Sebaliknya, otonomi tinggi memungkinkan fleksibilitas, namun berisiko 

menghasilkan fragmentasi kualitas pendidikan antarwilayah. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keseimbangan antara kontrol pusat dan 

fleksibilitas lokal merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas performa siswa. 

OECD (2019) menegaskan bahwa sistem pendidikan paling efektif biasanya tidak 

berada pada dua kutub ekstrem, melainkan mengadopsi model koordinasi terpusat 

dengan implementasi yang adaptif. 

Selain berdampak pada capaian siswa, desentralisasi juga mengubah orientasi 

kerja kepala sekolah. Grafik kedua memperlihatkan distribusi waktu kerja pemimpin 

sekolah dalam sistem yang terdesentralisasi 

Selain itu, desentralisasi juga berkorelasi dengan meningkatnya disparitas 

capaian siswa. Studi lintas negara menunjukkan bahwa sistem dengan otonomi tinggi 

tetapi tanpa mekanisme kontrol mutu yang kuat cenderung memiliki kesenjangan 

performa akademik yang lebih besar  
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(Hanushek, Link, & Woessmann, 2013). Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

kebebasan struktural harus diimbangi dengan regulasi yang memastikan pemerataan 

kualitas. 

Tabel 2. Hubungan Otonomi Sekolah dan Prestasi Siswa 

Tingkat 

Otonomi 
Karakteristik Sistem Dampak terhadap Prestasi 

Rendah Kontrol pusat kuat Standar seragam tetapi 

kurang inovatif 

Moderat Otonomi terbatas dengan regulasi 

nasional 

Capaian relatif stabil 

Tinggi Kebebasan pengelolaan luas Variasi prestasi sangat tinggi 

Sumber sintesis dari Hanushek et al. (2013) dan OECD (2019). 

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat otonomi moderat sering kali 

menghasilkan keseimbangan terbaik antara inovasi dan stabilitas. Oleh karena itu, 

banyak pakar mulai mendorong pendekatan governance hibrida, yaitu kombinasi 

antara kontrol pusat dalam penjaminan mutu dan fleksibilitas lokal dalam 

implementasi kebijakan. 

Di tengah kompleksitas tersebut, kepemimpinan adaptif menjadi semakin 

relevan. Heifetz (1994) menekankan bahwa organisasi modern membutuhkan 

pemimpin yang mampu mengelola ketidakpastian tanpa kehilangan arah strategis. 

Dalam konteks sekolah, kepemimpinan adaptif memungkinkan kepala sekolah 

membangun kolaborasi lintas aktor sekaligus mempertahankan fokus pada kualitas 

pembelajaran. 

Lebih jauh lagi, krisis otoritas tidak selalu harus dimaknai sebagai kelemahan 

struktural. Dalam perspektif organisasi kontemporer, redistribusi kekuasaan justru 

dapat menjadi peluang untuk menciptakan kepemimpinan kolektif yang lebih 

partisipatif. Namun, transformasi ini hanya dapat berhasil apabila didukung oleh 

kejelasan regulasi, penguatan kapasitas manajerial, serta budaya organisasi yang 

profesional. 

Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada apakah desentralisasi 

perlu diterapkan, melainkan pada bagaimana merancang sistem yang mampu 

menjaga keseimbangan antara otonomi dan kohesi nasional. 
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Grafik 2. Distribusi Waktu Kepala Sekolah dalam Sistem Desentralisasi 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sekitar 60% waktu kepala sekolah terserap 

oleh tugas administratif, sementara hanya 40% dialokasikan untuk kepemimpinan 

instruksional. Fenomena ini memperkuat argumen Fullan (2014) bahwa 

meningkatnya tuntutan akuntabilitas sering kali menggeser peran kepala sekolah dari 

pemimpin pembelajaran menjadi manajer birokrasi. 

Secara teoretis, Hallinger (2005) menekankan bahwa kepemimpinan 

instruksional merupakan determinan utama keberhasilan sekolah. Ketika perhatian 

pemimpin teralihkan pada beban administratif, maka kapasitas organisasi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran berpotensi melemah. Dalam jangka panjang, 

kondisi ini dapat memicu krisis otoritas karena pemimpin kehilangan ruang strategis 

untuk mengarahkan visi akademik sekolah. 

Lebih jauh lagi, kedua grafik tersebut memperlihatkan pola penting bahwa 

desentralisasi bukan sekadar isu struktural, melainkan fenomena multidimensional 

yang memengaruhi kepemimpinan, pemerataan mutu, dan efektivitas organisasi 

pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan governance hibrida semakin relevan untuk 

diterapkan. Model ini memungkinkan pemerintah pusat mempertahankan standar 

mutu nasional sekaligus memberi ruang inovasi bagi sekolah. 

Dengan demikian, krisis otoritas tidak selalu harus dipahami sebagai 

kegagalan kebijakan, tetapi dapat dilihat sebagai fase transisi menuju bentuk 

kepemimpinan pendidikan yang lebih kolaboratif. Tantangan utamanya terletak pada 

kemampuan institusi dalam merancang mekanisme koordinasi yang mampu menjaga 

kejelasan kewenangan tanpa menghambat kreativitas lokal. 

Kajian ini memperlihatkan bahwa krisis otoritas merupakan konsekuensi logis 

dari transformasi organisasi pendidikan di era modernitas lanjut. Integrasi antara teori 

birokrasi Weberian dan paradigma kepemimpinan terdistribusi menunjukkan bahwa 

otoritas tidak lagi dapat dipahami sebagai kekuasaan tunggal, melainkan sebagai 

jaringan relasi yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan. Perspektif ini 

memperkaya diskursus manajemen pendidikan dengan menempatkan otoritas 

sebagai variabel dinamis dalam menentukan efektivitas organisasi sekolah. 

 

KESIMPULAN 

Desentralisasi pendidikan telah merekonstruksi struktur kekuasaan dalam 

manajemen sekolah modern sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa krisis 

otoritas. Ketika kewenangan tersebar tanpa kejelasan koordinasi, organisasi sekolah 

berisiko mengalami fragmentasi yang pada akhirnya memengaruhi kualitas 

pendidikan. Namun, dengan tata kelola yang seimbang antara otonomi dan 

akuntabilitas serta didukung kepemimpinan adaptif, desentralisasi tetap berpotensi 

menjadi instrumen transformasi pendidikan yang progresif. 
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Masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana kewenangan 

didistribusikan, tetapi oleh kemampuan institusi dalam mengelola kompleksitas 

tersebut secara strategis dan berkelanjutan. 
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